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bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan

Undang—undang Momor 22 Tahun 1999 adalah
pemberian kewenangan otonomi pada Daerah

Kabupaten secara luas, nyata dan bertanggung-

Jawab ;

bahwa tujuan ctonoml dimaksud huruf a adalah
untuk meningkatkan pelavan dan kesejahterasn
masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi,
an dan pemerataan serta pemeliharaan
an  yang serasi antara Pusat dan Daerah

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Fepublik Indonss x

bahwa Organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu

disesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka
dipandang perlu mengatur dan membsentuk
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

bahwa sshubungan dengan hal-hal tersebut pads
hurut a,b.c , perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan

dan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
embentukan Daerah—dasrah Kabupaten dalam

fe 1
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [ Berita MNegara

Tahun 1950 ) :
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Uﬁdaﬁgmuﬂdang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
lLembaran Negara

1974 Momor 55

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 3 3ebaga;w
i

r
h dengan Undang-undang Nomor 43

a8
1992 tentang Perubashan atas Undang-undang

Nomor a8 Tahun 1974 tentang Bokok-pokok
Kepeganaian { Lembaran Negarsa Republik

Nomor 169, Tambahan
) s

9
Lembaran Negara Nomor 389

Undang~undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Femerintahan Daerah ( Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 1999 HNomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 849 ) :

Undang~undang HNomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Dasran { Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848 )

tentang Kewenangan Pemserintah  dan Kewenangan

Fropinsi sebagal Daerah Otonom { Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
a

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) g

HFeraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

.

Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 )

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penvusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan
Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70 ) :

8. Keputusan .......



Menetapkan z
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Keputusan Dewan Perwak
Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor
set

FRER/S 2000 tentang  Per ujuan Fenetapan

Hancangan FPeraturan Dasrah tentang Pembentukan
Grgaﬁisasi Sekretariat Daerah ¥abupaten Pati,

embentukan Organisasi Sekretariat Dewan
Parwakilan Rakvat Dasrah Kabubpaten Pati,

Pembentukan Organisssi Lembaga Teknis Dasrab

Kabupaten Patl, Pembentukan Organisasi Dinas-

dinas Daerah Kabupaten Fati, Pembantukan
a

nisasi HKecamatan dan Kelurahan KEabupaten

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

ERATURAN DAERAH KAaBUPATEN ATl TENTANG
EMBENTUKAN DRGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BRB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

3.

b.

e,
d.

Dasrah adalah Kabupaten Pati ;

Pemerintah Daersah adalah Pemesrintah Daerah
Kabupaten Pati ;

Bupati adalah Bupati Pati ;

Kecamatan adalah Wilavah kerja camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten ;

Camat adalah Kepals Kecamatan vyang berada
dibawah dan bertanggung Jjawab kepada Bupati ;
Kelurahan adalah Wilavah Kerja Lurah ssbagai
Parangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan
Lurah adalah Kepala Kelurahan yang baerada

dibawah dan bertanggungiawab kepada Camat.

h. Jabatan ........



. Jabatan fungsional dalah kedudukan vang
menunjukan tugas, bertanggung Jjawab, wWewena
dan hak seorang Pegawal Negeri 2ipil dalam

el a

satuan organisasi  vang dalam D
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tugasnya didasarkan pada keahlian d
£ n

ketrampilan

Dengan  Peraturan Daerabh ini dibentuk Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan.
BaB III
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Fokok dan Fungsi

Pasal 3

(1} Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah

Kabupaten.

{23 Kecamatan dipimpin oleh Searang Kepala
Kecamatan vang selanjutnya disebut Camat vang
herada dibawah dan bertanggung Jawab kepada

Bupati.
Pasal 4

Kecamatan mempunval tugas pokok penvelsnggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan

temasvarakatan dalam wilavah Kecamatan.

untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan
mempunyai fungsi :
a. Penvelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ;

b. Pembinaan .......
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Fembinaan Pemerintahan safkelurahan :
fembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;

)
oy

Pambinaan pembangunan vang meliputi  pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi serta
pembinaan sosial ;

Menvusun  program ker

ja
ketatausahaan rumah tangga dan keuangan

pembinaan  dan bimbingan kelompok jabatan
fungsional.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari -
b, Sekretariat Camat g

i
ksi Ketentraman dan Ketertiban ;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Sekretariat Camat dipimpin cleh sSearang
Sekretaris Camat wvang berada dibawah dan
bartanggung Jawab kspada Camat.

Seksi dipimpin oleh ssorang Kepala Ssksi  vang
barada dibawah dan bertanggung Jawab kepada
Camat.

Kelompok Jabatan Fungsional disimpin oleh
tenaga fungsional senior sebagal ketus
kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan ssbagaimana
tercantum dalam Lampiran I vang merupakan

saglian btidak terpisahkan dari Peraturan Daerah



Bagian Ketiga
Sekretaris Camat

Pasal 7

Sgkretaris Camat adalah unsur staf Kecamatan vyvang

berada dibawah dan bertanggung Jjawab kespada Camat.

Fasal 8

Sekretaris Camat mempunyal tugas pokok masmbantu

Camat dibidang pembinaan adminstrasi dan

memberikan pelayvanan tsknis administratif kepada

saelurub satuan organisasi Kecamatan.
Pasal 2

Untuk meaenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Passal 8 Peraturan Baerah ini, Seskretaris

Camat mempunyal Tungsi :

8. Memyusun rencana  kevrja., pengendaliaan dan
evaluas

i
b. Menangani urusan administrasi keuangan

3

urusan ketatausahaan, administrasi
&

iengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Seksi Pemerintahan

-

[

zsal i

Seksi Pemerintaban adalah unsur pelaksans

Kecamatan dibidang penvelenggaraan pemerintahan.
Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan
urusan pemerintahan darnn  pembinaan pemarintah
Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan, Catatan
1 dan Kesatuan sangsa.

Pasal 12 ... ...
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Untuk menvelesnggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Fasal 11 Peraturan Dasrah ini, Seksi
Pemerintahan mempunval fungsi :

a. Penyusunan Brogram dan Fembinasn Pa-—

nyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

b. Penvusunan Program dan Pembinaan administrasi
rependudukan dan Catatan Sipil

c. Panyusunan Program dan  Pembinaan Kegiatan

Kesatuan Bangsa.

Bagian kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 13

seksi  Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur

Se
paelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan
ke

atentraman dan ketertiban.
FPasal 14

Seksi  Ketentraman dan Ketertiban mempunvai tugas
pokok melakukan pembinaan ketentraman dan
ketertiban umum wilayah s=erta pembinaan Polisi

Famong Praja.

Untuk menyelenggarskan tugas pokok sabagaimana
dimaksud Pasal 14 Peraturan Dasrah ini, Seaksi
Kaetentraman dan Ketertiban mempunyal fTungsi

a. Peanyusunan Penvelenggaraan Pambinaan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Panvusunan Program dan Panyelenggaraan
fambinsan Polisi Pamong Praja.

Bagilan .....-.



Bagian Kesnam

Seksi Pemberdavaan Masvarakat Desa/Kelurahan

Fasal 16
Seksi Pamberdayaan Masvarakat Desa/delurahan
adalah unsur felaksana Kecamatan dibidang

Pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 17
Seksi Pemberdayvaan Masyarakat Desa/delurahan
mempunyal tugas pokok melakukan pembinaan

paembangunan dibidang perekonomian DesafKelurahan,
produksi dan distribusi sertza pembinsan lingkungan

hidup.
Pasal 18

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana

o i 7

dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi

femberdayaan Masyarakat Desa/fKelurahan mempunyail

fungsi :

a. Penvusunan Program dan pembinaan perekonomian
masyvarakat Desa/Kelurahan, produksi dan

distribusi

[N

b, Perwvusunan Program dan pembinaan  lingkungan

hidup.

Bagian Ketujuh

Seksl Kesejahteraan Sosial
Pasal 19
Saksi Hessjahteraan Scosial adalan unsur palaksana
Kecamatan dibidang Pembinaan Kesejahteraan

Masvarakat.

Pasal 20 .. .....



Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan penyusunan program dan

melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugss pokok sabagaims
dimaksud Pa a
Kesejahteraan Sosial mempunyal fungsi :
a. Penyusunan Frogran, FPembinaan Pelavanan dan
bantuan so0sizal, pembinaan kepemudaan, peranan

wanita dan olah raga :

\-
b. Penyusunan Program, Pembinaan kehidupan
keagamaan, pendidikan, kebudavaan dan
kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedelapan
Seksi Pelavanan Umum
Pasal 22
Seksi Pelayvanan Umum adalah  unsur pelaksana
Femaerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Pelavanan
Umum .
s Pasal 23
Seksi Pelavanan Umum mampunval tugas pokolk

melakukan urusan pelayanan umum, vyang meliputi
kekavaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan,

kebersihan seria sarana dan prasarana umum.

Pasal 24

Untuk menvelenggarakan tugas pokok ssbagaimana

dimaksud Pasal 23 Peraturan Dasrah 1ini, Seksi

Pelayvanan Umum mempunyail Tungsi :

a. Panwvusunan Program dan Fenvelenggaraan
Pembinaan Pelayanan kekayaan dan inventarisasi
Desa/Kelurahan

b, PenvusSunan .......



. Penyusunan Program dan Penvelnggaraan Pembinaan
pelavanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan
sanitasi lingkungan ;

c. Penvusunan Program Penyvelenggaraa Pembinaan
sarana dan pelavanan umum prasarans Tisik.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Tungsional

Pasal 25
Kelompok Jabatan Fungsional mamnpunyal tugas
melaksanakan sebsgian tugas dan  fungsi Camat
sesual dengan ksahlian dan kebutuhan.
>
o Baik 1Iv
KELURAHAN
Bagian Pertiama
waedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 26
(1) ¥elurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten
dibawah Camat.
{2} Kelurahan dipimpin aleh Ieorang Kepals
Kelurahan vang disebut Lurah, beradas dibawah
. darn bertanggung Jawab kepadsa Camat.
¢

Kelurahan mempunyal tugas pokok.  menjalankan
urusan pemarintahan, pembangunan dan
kemasyvarakatan dalam rangka penvelenggaraan
pemnsrintahan Kelurahan termasuk pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilavah.

¥
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Untuk menvelsnggarakan tugas pokok dimaksud
Basal 27 Peraturan Daerah ini, Kelurahan
mempunyvai fTungsi -

a. Penvelenggaraan ..... 5
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3. Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
b [T S o kehid P spmrgm ol ad el igr b .
2. Falsingan SNiGUPan MasS¥Yarakat ASiuranan ;
o. Pambinaan perekonomian Kelurahan

iha tentraman dan ketertiban

n adat - istiadat vyang
ridup dan berkembang di Kelurshan

f. pembinaan dan bimbingan kelompok Jabatan
£

Bagian Kedua
Organisasi
Pasagl 29

Susunan Organisasi Kelurshan terdir

et
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man dan Ketertiban ;
e. Seksi Pembangunan ;

. Seksi Kessjahteraan Masvarakat
g. Seksi Umum.

. Kelompok Jabatan Fungsionsal.

Sekretariat Kelurazhan dipimpin oleh seorang
Sekraetaris Lurah wvang berada dibawah dan

bertanggung Jawab kepada Lura
Seksi

i
berada dibawah dan bertanggung Jawab kepads

Kelompok Jabatan fTungsional dipimpin olah

tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok

o

i

dan bertanggung Jjawab Kepada Lurah.

Bagan susunan organisasi Kelurahan ssbagaimana

-

tercantum dalam Lampiran 1I, vyang merupakan

Peraturan Dasrah

o 4

sahkan dar

:m

hagian tidak terp
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Bagian Ketiga
Sekretaris Kelurahan

Fasal 3¢

Sekretariat telurahan adalah unsur staf

Kelurahan.

Sekretaris Kelurahan mempunyal tugass pokok mambantu
tepals Kelurahan dibidang pembinaan administrasi

baik administrasi pembangunan maupun administrasi

kemasyvarakatan dan memberikan pelayanan teknis
dibidang ketatausahaan kepada seluruh satuan
Organisasi Kelurahan.

Pasal 32

Untuk menyvelsnggarakan tugas pokak saebagaimana
dimaksud Pasal 31 Peraturan Dasrah ini, Sekretar
Ke}uraﬁan'mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinassi terhadap kegiatan wvang
dilaksanakan oleh Perangkat Kelurahan ;

b. Pelaksanaan urusan surat menvurat, kearsipan,
rumah tangga, keuangan, periengkapan dan
maenyvusun  laporan serta memberikan pelaysnan
taknis dan administratbif kepads seluruh

Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat

Seksi Pemerintahan
a

Seksi Pemerintahan adalah unsur pslaksana Kelurahan

taha
dibidang penvelsnggaraan pemerintahan.



Seksi Pemerintahan mempunyal tugas pokok melakukan
Urusan pemerintahan umum dan pemerintahan
Yelurahan, administrasi kependudukan dan  pembinaan

Pasal 35

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
tersebut Pasal 34 Peraturan Dserah ini, Seksi
Famerintahan mempunvail fungsi

a. penyusunan program dan pembinaan penveleng

iy
e
W
=t
&
e
o

pemerintahan umum dan Kelurahan ;

b. penvusunan program dan pembinzan administrasi
kependudukan dan catatan sipil
C. penyusunan program dan pembinaan kegiatan

kesatuan bangss.

Pzenl 386
Seksi Ketentraman dan EKetertiban adalsh unsur

pelaksana Kelurahan di bidang pembinaan ketentraman

Sek=si  Ketentraman dan Yetertiban  mempunyal tugas
pokok melakukar pambinaan ketrentraman dan

ketertiban wilayah.

Fasal 38 .......



Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagalimana

dimaksud Pasal 37 Peraturan Dasrah inil, Seksi

Ketrentraman dan Ketsrtiban mempunvai fungsi -

a. Menvusun program dan menyelenggarakan pembinaan
ketrentraman dan ketertiban umum ;

b, HMembantu menvelenggarakan kegiatan administrasi

Partahanan Sipil.

Bagian Kesnam
Seksi Pembangunan

Pasal Z9

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah

¥elurahan di bidang Pembangunan.

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokak

melakukan pembinaan pembangunan dibidang

nerekonomian, produksi dan distribusi serta
pembinaan lingkungan hidup.
Pasal 41

Untuk menvelenggaraka tugas pokok zebagaimana

dimaksud Pasal 40 PFPerasturan Dasrah ini, Ssksi

Pembangunan mempunyal fungsi -

a. Menyusun program dan pembinaan | perekonomian
masvarakat, produksi dan distribusi

b. Manyvusun program  dan pemnbinaan lingkungan
hidup ;

c. Melakukan kegiatan pembinanan terhadap
parkaperasian, penguasa ekonomi lamah dan
kegiatan perskonomnian lainnva dalam rangka
meningkatkan kshidupan perekonomian masvarakat

d. HMelakukan .......



d. Melakukan kegiatan dalam rangka swadava dan
partisipasi masyarakat dan meningkatkan
perekonomian serta pelaksanaan pembangunan.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Fasal 42

Seksi Kasejahteraan Masyarakat adalah unsur

paelaksana Kelurahan di pidang pembinaan

kesejahteraan masyarakat.

Passl 43

Seksi Kesejahteraan Hasyarakat mempunyal tugas
pokok mengkoordinasikan  penvusunan  orogram dan

melaksanakan pembinaan kesejahteraan masvarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaima
dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi
Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Menvusun program, pembinaan kegiatan

aruna, Pramuka dan Organisasi ¥Kemasyarakatan

o

. HMenvusun program, pembinaan kehidu

ea
Keluarga Berencana, kesehatan dan Pendidikan

c. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang

Seksi Umum adalah unsur pelaksana Kelurahan di

a
bidang pembinaan pelayvanan umum.



Pasal 46

Seksi Umum mempunyal tugas pokok melakukan urusan
pelavanan umum, vang meliputi kekavaan dan
inventarisasi Kelurahan, kebersihan serta saranz

dan prasarana umum.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok zgbagaimana
dimaksud Pasal 46 Peraturan Daserah ini, Ssksi Umus
mempunyal fTungsi :

a. Menvusun program dan penyvelesnggaraan pembinasan

kayaan dan inventaris:
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administrasi kepsgawaian, ksuan

b. welenggaraan rapat-rapat dinas

wrusan ketatausahaan
o, hahan dan menyusun laporan

slurahan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Fasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian dan  Tungsi  Lurah sSesual
dengan keahlian dan kebutuhan.

, Sekretaris Camat, Kepala
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i, Sekretaris Lurah dan

a
ahan akan diatur laebih

(2} Formasi .......



(2) Formasi dan paersyvaratan Jjabatan pada
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang—undangan yang berlaku.
Pasal 5C
Tata laksana pelaksanaan tugas Kecamatan dan

Kelurahan akan diatur 1ebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BaiBg VI
KETENTUAN PENUTUP
PFasal 51

al-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
ebih lanjut oleh Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Daesrah ini maka segala
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Fasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pati.

Ditetapkan di fati
pada tanggal 21 Desember 2000

BURPATI PATI

YUSUF MUHaMaD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2& Desesmber 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPAZEN PATI

TEHUN

2600 NOMOR 92
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#EMNMJIELAS AN
PERATURAN DAERAH KaBURATEN PaTI
NOMOR 8 TAHUN 20060
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang NHomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemaerintahan Daerah, pelaksanaan Otonomi Daerah secara  luas
diserahkan kepada Dasrah Kabupaten/f¥ota. Hal tersebut membawa

konsekwensi kelembagaan/organisasi pemerintah di dassrah perlu

disesuaikan.

Kecamatan yang merupakan Farangkat Daerah
Kabupaten/Kota dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah
Labupaten/fKota dibawah Kecamatan, guna MeEnyongsong
pelaksanaan ctonomi Daerah sssual Peraturan Pemerintabh  Nomor

!

84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
maka aorganisasi Kecamatan dan ¥elurahan perlu diatur

dan dibsntuk dengan Peraturan Dasrah.

FENJELASAN PASAL DEMI Pasal.

Pasal 1 s/d Paszsl 53 : Cukup jslas.



LAMPIRAN|: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN PATI
CAMAT
SEKRETARIS
CAMAT
KEL. JAB
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI KETENTRAMAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN {| . PELAYANAN
PEMERINTAHAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA / SOSIAL UMuUM
KELURAHAN
LURAH

BUPATI PATI

SUF MUHAMAD



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!
KELURAHAN KABUPATEN PATI

LAMPIRANY :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISAS]I KECAMATAN
DAN KELURAHAN

LURAH
SEKRETARIS
LURAH
KEL. JAB '
FUNGSIONAL

SEKS! SEKSI
SEKSI KETENTRAMAN SEKSI KESEJAHTERAAM SEKSI
PEMERINTAHAN KETERTIBAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT UmMum

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD



